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Abstract. As a democracy, Indonesia positions general elections as the primary instrument for realizing popular
sovereignty. Elections are conducted based on the principles of being direct, universal, free, secret, honest, and
fair, as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 7 of 2017. This paper
aims to analyze the status of democracy and elections as vehicles for exercising popular sovereignty and to
examine the implementation of democracy in Indonesian elections, considering their objectives, principles,
practical realities, and digital transformation. The study employs a literature review using normative and
descriptive approaches, analyzing various academic sources, scholarly journals, and laws and regulations related
to democracy and elections. The findings indicate that elections play a crucial role in establishing a democratic
government, ensuring public political participation, and upholding the legitimacy of state authority. However, the
conduct of elections in Indonesia still faces various challenges, such as vote-buying, compromised integrity among
some election officials, low public political awareness, and the spread of hoaxes and disinformation in the digital
era. Conversely, digital transformation offers opportunities to enhance transparency, efficiency, and public
participation through the use of information technology in election administration. Thus, it can be concluded that
democracy and elections in Indonesia require further institutional strengthening, law enforcement, political
education, and improved public digital literacy to ensure that elections are conducted democratically, honestly,
fairly, and with integrity.
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Abstrak. Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai instrumen utama
dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan demokrasi dan pemilu sebagai sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat serta mengkaji implementasi demokrasi dalam pemilu di Indonesia ditinjau dari
tujuan, asas, realitas pelaksanaan, dan transformasi digital. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan
dengan pendekatan normatif dan deskriptif melalui pengkajian berbagai literatur, jurnal ilmiah, serta peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan demokrasi dan pemilu. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa
pemilu memiliki peran penting dalam membentuk pemerintahan yang demokratis, menjamin partisipasi politik
masyarakat, serta menjaga legitimasi kekuasaan negara. Namun, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih
menghadapi berbagai tantangan, seperti praktik politik uang, lemahnya integritas sebagian penyelenggara pemilu,
rendahnya kesadaran politik masyarakat, serta penyebaran hoaks dan disinformasi di era digital. Di sisi lain,
transformasi digital memberikan peluang bagi peningkatan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik melalui
pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
demokrasi dan pemilu di Indonesia masih memerlukan penguatan kelembagaan, penegakan hukum, pendidikan
politik, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan secara demokratis,
jujur, adil, dan berintegritas.

Kata Kunci: Demokrasi; Kedaulatan Rakyat; Pemilihan Umum; Politik Uang; Transformasi Digital.

1. LATAR BELAKANG
Paham yang dianut suatu Negara sangat memengaruhi bagaimana pembangunan Negara
tersebut dapat berjalan dengan baik. Paham menurut makalah ini adalah kartu mati bagi negara

atau bisa dikatakan sebagai ideologi yang dimana ketika paham itu dilakukan dengan benar
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maka akan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Tapi, jika paham dilakukan dengan cara
pelaksanaannya tidak bermoral dan ternodai maka malapetaka yang akan menghampiri
didalam pelaksanaannya. Walaupun seiring berjalannya waktu dan zaman yang dapat dirubah
oleh gejolak lingkungan elit politik, namun hal tersebut aman menjadi sebuah masalah besar
karena sebuah paham dianut atas asas, tujuan, serta maknanya yang sesuai dengan
pemikiran/ideologi bangsa. Indonesia menganut paham demokrasi yaitu sistem pemerintahan
yang kekuasaan politik dan pengambil keputusan yang dilakukan olehnrakyat secara langsung
melalui perwakilan yang mereka pilih.

Demokrasi Indonesia mengalami perubahan besar sejak kemerdekaan pada tahun 1945
dimana proses ini dimulai dari masa revolusi hingga dilanjutkan dengan berbagai bentuk
pemerintahan seperti demokrasi liberal, demokrasi terpimpin sampai orde baru. Era reformasi
dimulai pada tahun 1998 yang menandai adanya perubahan penting dengan pengenalan
pemilihan umum yang lebih demokratis dan kebebasan pers yang lebih luas. Sistem demokrasi
disetiap Negara tentunya tidak sama mengingat negara lain memiliki kebudaayaan dan
kebiasaan yang berbeda serta ideologi yang tidak sama.

Dalam pelaksanannya sistem demokrasi di Indonesia melalui Pemilihan Umum (Pemilu)
untuk memilih Wakil Rakyat, Kepala Daerah, dan Presiden. Sehingga rakyat ditempatkan
paling tinggi dalam mengambil keputusan serta mendapatkan hak untuk hidup sesuai dengan
yang diinginkan oleh rakyat itu sendiri. Dalam proses pelaksanaannya keberhasilan dalam
pemilu menjadi tolak ukur bagaimana sistem demokrasi didalam Negara Indonesia berjalan.
Tapi, keberhasilan demokrasi dapat berjalan baik apabila rakyat paham mengenai pentingnya
demokrasi, maka rakyat akan menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya tanpa dipengaruhi
noda politik didalamnya.

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945. Asas-asas ini merupakan manifestasi nyata dari nilai-nilai demokrasi
yang memastikan adanya kebebasan, kesetaraan, dan keadilan dalam jalannya politik. Di dalam
sistem demokrasi, tingkat partisipasi warganya dalam pemilu menjadi tolak ukur penting untuk
mengevaluasi keberhasilan sistem ini karena menunjukan sejauh mana masyarakat
memberikan kontribusi dalam menentukan arah kebijakan negara.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia tetap
berhadapan dengan berbagai masalah. Walaupun telah ditetapkan secara normatif sesuai
denganprinsip-prinsipdemokrasi,kenyataannya masih banyak sejumlah penyimpangan yang

mengakibatkan Pemilihan Umum (Pemilu) belum sepenuhnya dijalankan susai dengan asas
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demokrasi. Penyimpangan tersebut berupa praktik korupsi, politik uang, serta penyalahgunaan
kekuasaan yang dapat merusak integritas proses pemilu. Berangkat dari situasi tersebut, ada
beberapa faktor yang menjelaskan mengapa masyarakat cenderung pasif dalam berpartisipasi
dalam pemilu. Salah satunya adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik,
tingginya praktik politik “imbal jasa” dimana masyarakat akan memberikan suara jika mereka
mendapatkan suatu imbalan, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang isu politik.
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pemilu dapat diakibatkan oleh minimnya
pemahaman akan pentingnya sebuah proses demokrasi yang berlangsung melalui Pemilihan
Umum (Pemilu).

Banyak yang menganggap bahwa sistem itu dikendalikan oleh pemerintah dan bukanlah
tanggung jawab mereka. Ketika seorang pemimpin terpilih dan kinerjanya tidak memenuhi
harapan, perasaan kecewa akan muncul karena realitas yang dihadapi yang kemudian dapat
membentuk sikap apatis terhadap politik.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa
meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi melalu penyelenggaran Pemilihan
Umum (Pemilu) fakta lapangannya masih ada berbagai tantangan yang menghalangi
tercapainya Pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Tantangan tersebut
berkaitan dengan terjadinya politik uang serta rendahnya angka partisipasi pemilih. Situasi ini
menunjukan adanya perbedaan idealisme demokrasi dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi faktor-faktor yang
membuat pemilu di Indonesia tidak dapat dilaksanakan sesuai prinsip demokrasi serta
penyebab mengapa isu seperti politik uang dan rendahnya keterlibatan masyarakat masih

berlangsung.

2. KAJIAN TEORITIS
Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan arah penyelenggaraan negara. Dalam sistem
ini, masyarakat memiliki hak untuk memilith pemimpin, menyampaikan pendapat, serta
berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme yang telah diatur oleh
konstitusi. Di Indonesia, demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin persamaan hak setiap warga negara dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.
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Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami berbagai perubahan, mulai dari masa
demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga era reformasi. Reformasi
tahun 1998 menjadi titik penting dalam perkembangan demokrasi karena membawa perubahan
terhadap sistem politik, termasuk penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih terbuka,
kebebasan berpendapat, serta meningkatnya peran masyarakat dalam mengawasi jalannya
pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem pemerintahan,
tetapi juga sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak
kepada kepentingan rakyat.

Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk
memilih anggota legislatif, presiden, wakil presiden, serta kepala daerah secara demokratis.
Pelaksanaan pemilu di Indonesia didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil yang bertujuan menjamin setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya tanpa
tekanan maupun diskriminasi. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu
indikator kualitas demokrasi karena mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dan
legitimasi pemerintahan yang terbentuk.

Meskipun demikian, pelaksanaan pemilu masih menghadapi berbagai tantangan, seperti
politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, rendahnya partisipasi pemilih, serta kurangnya
kepercayaan masyarakat terhadap peserta maupun penyelenggara pemilu. Kondisi tersebut
dapat mengurangi kualitas demokrasi karena keputusan politik tidak lagi sepenuhnya
didasarkan pada pilihan yang rasional. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemilu yang
berintegritas memerlukan penegakan hukum, transparansi, serta pendidikan politik agar
masyarakat mampu menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab.

Partisipasi Politik dan Politik Uang

Partisipasi politik merupakan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan politik,
baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk mengikuti pemilu, memberikan suara,
mengawasi jalannya pemerintahan, maupun menyampaikan aspirasi. Tingkat partisipasi
masyarakat menjadi salah satu ukuran keberhasilan demokrasi karena menunjukkan kepedulian
warga negara terhadap kehidupan politik dan pembangunan bangsa. Semakin tinggi partisipasi
masyarakat, semakin kuat legitimasi hasil pemilu yang dihasilkan.

Di sisi lain, praktik politik uang menjadi salah satu faktor yang dapat menurunkan
kualitas partisipasi politik. Politik uang merupakan tindakan memberikan uang, barang, atau
bentuk keuntungan lainnya kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan politik mereka.

Praktik ini bertentangan dengan prinsip demokrasi karena menghilangkan kebebasan pemilih
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dalam menentukan pilihan secara objektif. Selain itu, rendahnya pendidikan politik, minimnya
pemahaman masyarakat terhadap demokrasi, serta rendahnya kepercayaan terhadap lembaga
politik turut mendorong munculnya sikap apatis dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam
pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan politik, peningkatan kesadaran
masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan

berkualitas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi
kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku,
jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan
dengan demokrasi, pemilihan umum, partisipasi politik, dan politik uang. Data yang telah
dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif melalui proses reduksi data, penyajian data,
serta penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai faktor-

faktor yang memengaruhi kualitas demokrasi dan pelaksanaan pemilu di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilu sebagai Instrumen Kedaulatan Rakyat

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana utama pelaksanaan demokrasi di
Indonesia. Melalui pemilu, masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan
wakil rakyat, kepala daerah, serta presiden secara langsung. Dengan demikian, pemilu
menjadi wujud nyata kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas menyelenggarakan seluruh
tahapan pemilu secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, pemilu harus berlandaskan prinsip
Jjujur, adil, mandiri, transparan, profesional, akuntabel, serta efektif dan efisien agar hasil yang
diperoleh memiliki legitimasi dan dipercaya oleh masyarakat. Keberhasilan pemilu tidak
hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat. Semakin tinggi
keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, semakin kuat pula kualitas
demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan politik dan penyebaran informasi yang baik sangat
diperlukan.

Meskipun demikian, pelaksanaan pemilu masih menghadapi berbagai tantangan,
seperti politik uang, rendahnya kesadaran politik, dan pelanggaran etika. Praktik tersebut
dapat mengurangi kepercayaan masyarakat, menurunkan kualitas demokrasi, serta

menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Demokrasi
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menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Selain memilih pemimpin,
masyarakat juga memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menyampaikan
pendapat. Oleh karena itu, keberhasilan demokrasi memerlukan partisipasi aktif masyarakat,
penyelenggara yang berintegritas, serta penegakan hukum yang adil.

Transformasi Digital dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pelaksanaan pemilu di Indonesia.
Pemanfaatan media digital dan sistem informasi membantu penyebaran informasi pemilu
menjadi lebih cepat, mudah diakses, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi
penyelenggaraan. KPU telah menerapkan berbagai sistem digital, seperti Sirekap untuk
rekapitulasi suara dan Sidalih untuk pengelolaan data pemilih. Penggunaan teknologi ini
mempercepat proses administrasi, mengurangi kesalahan pencatatan, serta memudahkan
masyarakat memperoleh informasi mengenai hasil pemilu.

Media sosial juga menjadi bagian penting dalam kampanye politik. Platform digital
memungkinkan kandidat menyampaikan program secara langsung kepada masyarakat dan
meningkatkan partisipasi politik, terutama di kalangan generasi muda yang aktif menggunakan
internet. Di sisi lain, transformasi digital juga menimbulkan tantangan berupa penyebaran
hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, serta manipulasi informasi melalui media sosial.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi opini publik dan mengurangi kualitas proses demokrasi
apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang baik.

Permasalahan lain adalah keamanan data dan perlindungan privasi pemilih. Sistem
digital memerlukan perlindungan siber yang kuat untuk mencegah kebocoran data maupun
penyalahgunaan informasi. Selain itu, kesenjangan akses internet di berbagai daerah juga
menjadi tantangan agar seluruh masyarakat memperoleh hak yang sama dalam memperoleh
informasi pemilu. Untuk mendukung transformasi digital, diperlukan regulasi yang jelas,
penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan keamanan sistem, serta literasi digital
masyarakat. Langkah tersebut penting agar pemanfaatan teknologi tetap mendukung prinsip
demokrasi, transparansi, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Secara keseluruhan,
transformasi digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pemilu di Indonesia. Namun, keberhasilannya bergantung pada kesiapan teknologi, regulasi,
keamanan data, serta partisipasi masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab sehingga

demokrasi dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan terpercaya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
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Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi
Indonesia yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu,
masyarakat memiliki hak untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat secara langsung
sebagai bentuk partisipasi politik dalam kehidupan bernegara. Demokrasi dan pemilu memiliki
hubungan yang sangat erat karena pemilu menjadi mekanisme utama dalam mewujudkan
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, kualitas demokrasi
suatu negara dapat dilihat dari bagaimana pemilu diselenggarakan secara bebas, jujur, adil, dan
demokratis.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilandasi oleh berbagai asas, seperti jujur, adil,
langsung, bebas, rahasia, mandiri, profesional, akuntabel, dan transparan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Asas-asas tersebut menjadi fondasi penting
untuk menjaga integritas pemilu sekaligus memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai
dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, tujuan pemilu tidak hanya
untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, tetapi juga untuk menciptakan pemerintahan yang
demokratis, memperoleh legitimasi rakyat, serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana
tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Meskipun Indonesia telah memiliki sistem dan landasan hukum pemilu yang cukup kuat,
realitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Praktik politik uang, korupsi
politik, rendahnya kesadaran politik sebagian masyarakat, serta lemahnya integritas sebagian
penyelenggara pemilu menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas demokrasi dengan
praktik di lapangan. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga membawa dampak ganda
terhadap demokrasi. Di satu sisi, transformasi digital mampu meningkatkan akses informasi,
transparansi, efisiensi, dan partisipasi politik masyarakat. Namun di sisi lain, perkembangan
tersebut juga memunculkan ancaman berupa penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran
kebencian, serta risiko penyalahgunaan data pribadi pemilih. Oleh karena itu, diperlukan upaya
bersama dari pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat untuk

memperkuat kualitas demokrasi dan mewujudkan pemilu yang berintegritas di era digital.
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